BAB V

PENUTUP

51 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, peneliti
dapat memberikan konklusi sebagai berikut:

1. implementasi pasal 45 Undang-undang perkawinan tentang
perlindungan anak akibat perceraian alasan nafkah, ini dapat dikatakan
tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Di mana dalam pemenuhan hak-
hak anak ada sebagian yang secara penuh memenuhinya bahkan
sebaliknya ada juga yang tidak memenuhi, atau hanya bersifat
pemenuhan yang sementara dan tidak seutuhnya. Dalam hal ini yang
banyak berperan pasca perceraian adalah seorang ibu yang bekerja keras
untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

2. Faktor yang menjadi kendala pemenuhan hak anak menjadi korban
perceraian adalah, karena faktor kurangnya kesadaran hukum
kurangnya pemahaman terhadap hak anak, pengahasilan orang tua yang
rendah, telah memiliki kewajiban lain setelah kawin lagi disamping
adanya pembatasan hubungan antara anak dengan ayah oleh ibunya.

52  Saran
Berdasarkan hasil peneltian tentang implementasi pasal 45 Undang-
undang No 1 Tahun 1974 terhadap perlindungan anak akibat percerain di

lingkungan Pengadilan Agama Kota Gorontalo, dapat di ambil manfaat:
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1. Bagi praktisi hukum, khususnya legislator (pembuat undang-undang)
untuk mengkaji ulang dalam undang-undang perkawinan khususnya
dalam ketentuan kewajiban ayah dalam menafkahi anak dan sanksi
hukumnya bagi yang tidak menjalankanya.

2. Bagi lembaga peradialan agama di seluruh indonesi khususnya
Pengadilan Agama Kota Gorontalo sebagai penegak hukum dan
pelaksana yang menangani konflik keluarga untuk lebih tegas dalam
pemeriksaan hingga putusan tentang nafkah anak, misalnya meberikan
surat pernyataan bermatrai bagi pihak ayah yang di hukum membayar
nafkah anak, apabila tidak menjalankan pengadilan dapat melakukan
eksekusi atas laporan dari pihak yang dirugikan (ibu dan anak).
Kemudian untuk memberikan sumbangsih pengetahuan terhadap
minimnya pengetahuan hukum di masyrakat diperlukan traning
(pelatihan) hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga oleh pihak
terkait misalnya meberikan mandat atau perintah kepada KUA setempat
yang berada dalam pengawasan Pengadilan Agama untuk melakukan
sosialisasi kepada masyarakat.

3. Bagi pelaku (penggugat/pemohon dan tergugat/termohon), senantiasa
selalu menanamkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan
kewajiban. Sebagaimana ayah sebagai pencari nafkah dan ibu yang
merawat dan mendidik anak, yang tugasnya tidak akan pernah pupus

hingg akhir hayat.
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4. Bagi masyarakat sebagai warga Negara hukum (Indonesia) untuk selalu
mengikuti perkembangan hukum, dan memberikan kontribusi terhadap
perbaikan undang-undang ke depan, agar tercipta masyarakat yang adil

dan sejahtera.
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